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ABSTRAK 

 

Abidir Rahman. NIM 210211040083, Efektivitas Undang-Undang Nomor 21 

Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pelindungan Konsumen Pada 

Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia, Pembimbing Pertama Prof. Dr. H. 

Jalaluddin, M.Hum. dan Pembimbing Kedua Dr. Hj. Hayatun Na’imah, M.H. pada 

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 

Tahun Lulus 2023. 

 

Kata Kunci : Otoritas Jasa Keuangan, Pelaku Usaha Sektor Keuangan, 

Perlindungan Konsumen dan Masyarakat. 

 

Otoritas Jasa Keuangan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 

21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dengan tujuan agar keseluruhan 

kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, 

adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang 

tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan 

konsumen dan masyarakat. Pelaku Usaha Sektor Keuangan dan Konsumen 

lembaga keuangan ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan dan 

memiliki saling ketergangungan satu dengan yang lainnya. Tingkat pemahaman 

konsumen terhadap produk/jasa keuangan yang masih rendah menyebabkan 

konsumen terkadang merasa dirugikan oleh pelaku usaha jasa keuangan dan pada 

akhirnya menimbulkan sengketa antara pelaku usaha jasa keuangan dengan 

konsumen. Untuk itu Otoritas Jasa Keuangan melakukan upaya perlindungan 

konsumen dengan cara melaksanakan literasi keuangan dan penyelesaian 

penanganan pengaduan konsumen lembaga keuangan. 

Penelitian  ini dilakukan  dengan  tujuan  untuk menganalisa Efektivitas 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dengan 

menggunakan teori “Effectiveness of Law” yang berfokus pada pembahasan pasal 

28, pasal 29, pasal 30 dan pasal 31 dalam hal pelindungan konsumen pada lembaga 

keuangan syariah di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif 

dengan menggunakan metode pendekatan undang-undang (statute approach).  

Hasil penelitian menunjukan bahwa perlindungan konsumen pada Lembaga 

Keuangan Syariah di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 

30 dan Pasal 31 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK sudah berjalan 

secara efektif dan memenuhi indikator tolak ukur dalam pelaksanaan efektivitas 

hukum sebagaimana teori Effectiveness of Law Professor Anthony Allott yaitu a) 

preventif,  b) curative, dan c) facilitative. Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 

tentang OJK menjadi payung hukum bagi OJK dan Lembaga Keuangan Syariah 

untuk melaksanakan edukasi dan literasi, memberikan pelindungan hukum bagi 

konsumen dalam menggunakan produk/jasa keuangan dan menjadi landasan bagi 

OJK untuk menyelesaikan permasalahan/sengketa antara pelaku usaha jasa 

keuangan dan konsumen sehingga permasalahan dapat terselesaikan secara adil. 
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ABSTRACT 

 

Abidir Rahman. NIM 210211040083, The Effectiveness of Law of The Republic 

Of Indonesia Number 21 of 2011 On Financial Services Authority To Consumer 

Protection Of Islamic Financial Institutions In Indonesia, Supervisor by Prof. Dr. 

H. Jalaluddin, M.Hum. and Dr. Hj. Hayatun Na’imah, M.H., at The Postgraduate 

Sharia Economic Law Study Program at UIN Antasari Banjarmasin, Graduating 

Year 2023. 

 

Keywords:   Financial Services Authority, Financial Services Business Actors,   

Consumers and Public Protection. 

 

Financial Services Authority is formed based on the Law of The Republic 

Of Indonesia Number 21 of 2011 On Financial Services Authority. The Financial 

Services Authority is established with the objective so that the overall activity of 

financial services in the financial services sector is held in an orderly, fair, 

transparent, and accountable manner, as well as capable of realizing the growth of 

the financial system that grows in is a sustainable and stable, and able to protect the 

interests of consumers and public. Financial Services Business Actors and 

consumers financial services are like two side of coins that can’t be separated and 

are mutually interdependent. The level of consumers understanding of financial 

products or services is still low. That is cause consumers sometimes feel 

disadvantaged by financial service business actors and ultimately lead to disputes 

between financial service business actors and consumers. For this reason, the 

Financial Services Authority is making efforts to protect consumers by carrying out 

financial literacy and resolving financial institution consumer complaints. 

This research was conducted to analyzing the effectiveness of Law Number 

21 of 2011 concerning the Financial Services Authority using the "Effectiveness of 

Law" theory which focuses on discussing articles 28, article 29, article 30 and 

article 31 in terms of consumer protection in sharia financial institutions in 

Indonesia. This research is normative legal research using the statutory approach 

method. 

This research shows the results that consumer protection at Sharia Financial 

Institutions in Indonesia as regulated in Article 28, Article 29, Article 30 and Article 

31 of Law no. 21 of 2011 concerning OJK has been running effectively and meets 

the indicators as per Professor Anthony Allott's theory of Effectiveness of Law, 

namely a) preventive, b) curative, and c) facilitative. The Law no. 21 of 2011 

concerning OJK becomes a legal formalism for OJK and Sharia Financial 

Institutions to carry out education and literacy, provide legal protection for 

consumers in using financial products/services and also become a basic for OJK to 

resolve disputes between financial service business actors and consumers to 

resolved their problems fairly. 
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TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA 

 

 Th : ط .A  16 : ا .1

 Zh : ظ .B 17 : ب .2

 ' : ع .T 18 : ت .3

 Gh : غ .Ts 19 : ث .4

 F : ف .J 20 : ج .5

 Q : ق .H 21 : ح .6

 K : ك .Kh 22 : خ .7

 L : ل .D 23 : د .8

 M : م .Dz 24 : ذ .9

 N : ن .R 25 : ر .10

 W : و .Z 26 : ز .11

 H : ه .S 27 : س .12

 ` : ء .Sy 28 : ش .13

 Y : ي .Sh 29 : ص .14

     Dh : ض .15
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1. Vokal 

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal 

memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut: 

Tanda Vokal Arab Tanda Vokal Latin Keterangan 

 A Fathah 

 I Kasrah 

 U Dhammah 

 

Kata sandang: Contoh: ( ال ِّج ِّالر  ِّ ) al-rijâl bukan ar-rijâl, ( انو ِّي  ِّالد  ِّ ) al-dîwân 

bukan ad- dîwân. 

Syiddah: Misalnya, kata (الضَّر و ر ة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al- 

dharûrah, demikian seterusnya. 

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut: 

Tanda Vokal Arab Tanda Vokal Latin Keterangan 

ي-  Ai a dan i 

و-  Au a dan u 

 

2. Vokal Panjang 

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab 

dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut:  
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Tanda Vokal Arab Tanda Vokal Latin Keterangan 

 Â a dengan topi di atas ب ِّ

ِّ  Î i dengan topi di atas ب 

 Û u dengan topi di atas ب و

 

3. Kata Sandang 

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, 

yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun 

huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad- dîwân. 

4. Syiddah (Tasdid) 

Syiddah atau tasydîd  yang dalam  sistem tulisan Arab  dilambangkan 

dengan sebuah tanda )ّـ( dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, 

yaitu dengan  menggandakan  huruf  yang  diberi  tanda  syiddah  itu.  Akan 

tetapi,  hal  ini tidak  berlaku  jika  huruf  yang  menerima  tanda  syiddah  itu 

terletak  setelah  kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf-huruf  syamsiyah. 

Misalnya, kata (الضرورة) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, 

demikian seterusnya.  

5. Ta Marbuthah 

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada kata 

yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialih-aksarakan menjadi huruf /h/ 

(lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah 

tersebut diikuti oleh kata sifat (na‘t) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta 
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marbûthah tersebut diikuti kata benda (ism), maka huruf tersebut dialih-

aksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3). 

No. Kata Arab Alih Aksara 

 Tharîqah ط ر ي  ق ة 1

م يَّة 2 لَ   Al-Jâmî’ah al-Islâmiyyah الْ  ام ع ةِّالْ  س 

د ةِّال و ج و د 3  Wahdah al-Wujûd و ح 

 

 

6. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih 

aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan 

yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan 

permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-

lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf 

kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata 

sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-

Banjari. 

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia 

(PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya 

ketentuan mengenai huruf cetak miring (italic) atau cetak tebal (bold). Jika 

menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian 

halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya. 

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal 

dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialih-aksarakan meskipun akar 
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katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, 

tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-

Rânîrî. 

7. Cara Penulisan Kata 

Setiap kata, baik kata kerja (fi‘l), kata benda (ism), maupun huruf (harf) 

ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-

kalimat dalam Bahasa Arab. 

Aksara Arab Alih Aksara 

ِّال  ِّ ت اذ ِّذ ه ب  س   dzahaba al-ustâdzu 

ر ِّ ِّال  ج   tsabata al-ajru ث  ب ت 

Aksara Arab Alih Aksara 

 al-harakah al-‘ashriyyah الْ  ر ك ةِّال ع ص ر يَّة

ِّلا إ له ِّإ لاَِّّالله ه د ِّأ ن   asyhadu an lâ ilâha illa Allâh أ ش 

ِّم ل كِّالصَّاِّل ح  mawlânâ Malik al-Shâlih م و لا نَ 

 yu’tsirukum Allâh ي  ؤ ث ر ك م ِّالله

ل يَّة  al-mazhâhir al-‘aqliyyah ال م ظ اه رِّال ع ق 

ت ط لَ ع ِّالْ  س   ’hub al-istithlâ ح بُّ

ِّالْ  ي  و ان ن  و ع ةِّم ن   al-mâddah al-mashnû’ah min al-hayawân ال م ادَّةِّال م ص 

ِّ ِّال ع ي   tharf al-‘ayni ط ر ف 

هَ  ةال م س ا  al-musâhamah 

ِّط ر ي  قًا ِّس ل ك   man salaka tharîqan م ن 
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